
62 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Al Bahra Bin Ladjamudin. 2013. Analisis dan Desain Sistem Informasi. 

Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 

Azhari Aziz Samudra. 2015. Perpajakan Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.  

 

Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali. 

 

Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu. 

 

Irwan Wisanggeni. 2015. Pajak. Jakarta : Indeks. 

 

Mardiasmo, 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta : CV. Andi Offse. 

 

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan. Bandung : Rekayasa Sains. 

 

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 

 

Suharsimi Arikunto. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi 

Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

 

Supriyati. (2012). Akuntansi Keuangan Bisnis. Bandung: LABKAT PRESS  

UNIKOM. 

 

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan 

Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal 

Keuangan Publik, 4(1), 105-121. 



63 
 

 

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis 

 

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950. Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi 

Jawa Barat. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Kewenangan 

Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.  Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.  Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1975. Tentang 

Pembentukan Kota Administratif Cimahi. 

 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011. Tentang Pajak Daerah. 

[pasal 48-53]. 

  

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 tahun 2015. Tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota. 

   

 


